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PERATURAN DAERAH HROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 9 TAHTjJN 201{

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARA}.I PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHIPROVINSI SUilIIATERA UTARA

TAHUN ANGGARAN 2011

.d.

b.

: 1.

2.

DENGAN RAHNilAT TUHAN YANG MAHAIESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan rasumei kebijakan umum AFBD, keadaan yang menyebabkan
perge$eran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang rnenyebabkan sisa lebih tahun anggaran
2011, maka perlu dilakukan perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011;
bahwa berdasarkan pertimbangarn sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Olonom Propinsi Atjeh dan Perubahan iPeraturan Pembentukan
Provinsi Suma{era Utara {Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 teniang Pajak Bumi dan Bangurnan (Lembaran Negara Repdblik lndonesia Tahun 1988 Nornor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1994 {Lembaran Neqara Renublik lndonesia Tahun 1994 Nomor 62. Tambahan Lembaran Neoara Reorlblik lndonesia Nomor
Undang-Undaqg Nomor 21 Tahun 1997lentang Bea:Perolehan Hak Atas Tanah dan banguiln 1t-emnaian lfegaia nepuLiit< iriOiridsia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3688):
Undang-undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang Penyelensgaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Repdblik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negana Republik lndonesia Nomor 3851);
Undang'Undaqg Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran iNegara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lernbaran Negara Repubtik lndonesia Nomor 4286);
Undang-Unda4g Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20O4 Nomor S,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);
Undang-Unda4g Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan,dan Tanggungjawab Keuaqgan Negara (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan iLembaran Negara Repubtik lndonesia Nomor 4400);
Undang-Undarlg Nomor:25 Tahun 2m4 tenteng Sistem Perencanaan Fembangunan Nasional (Lenlbaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndone$ia Nomor4421);
Undang-Undang Nomor32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 12 Tahun
20OSltentang Fenetapan Peraturan Pemerirrrtah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Femerintahan Daerah menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia nomor 4S4B);
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10. Undang-Undang Nomor 33 llahun 20M tentang Perin$angan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Ropublik lndonesia]lahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Nlegara Republik lndonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 27 T.ahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Peruakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Rekibusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5O49);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tdhun 2011 tentang Pembentrlkan Peraturan Penundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2004 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor l;
14. Feraturan Pemerintdh Nomor 21 Tahun 1950 tentang PembentukanlDaerah Fropinsi (Lembaran Negara Republik lndonersia Tahun

1950 Nomor 59);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran

Neqara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor210. Tambahan Lenibaran Negara Republik lndonesia Nomor4028);
16. Peraturan Pemerintah Nornor;24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Frotokoler idan Keuangan Pimpinan dan Anggota OPRD (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambdhan Lembaran Negara Reptiblik lndonesia Nomor 4416) isebagaimana telah
diubah dengan Perdturan Peanerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Penaturan Pernerintah Nornor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2005 Nornorr94, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4540);

17, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2005 Nomor'48, Tambahan Lembaran Negam Republik lndonesia Nomor 45O2);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lsnlbaran Negara Republik lndonesia Nomor4574);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor
137, Tambahan Lenibaran Negara Republik lndonesia Nomor4575);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tenlang Sistem lnformaei Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2005 Nornor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik lndsnesia Nomor 4578);

21. Peraturan lPemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun ;2005 Nomor 139,
Tambahan Lernbaran Negara :Republik lndonesia Nomor 4574;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tdhun
2005 Nornor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578);

23. P,eraturan Pemsrintah Nomor 65 Tahunr 2005 tenlang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lentbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4585);

24, Peraturan Pemerintdh Nomor T9 Tahun ?005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lofibaran Negara Repubtik lndonesia]lahun 2005 Nomor 165, Tambahdn Lembaran lilegara Republik lndonesia Nomor 4593);

25. Peraturan lPemerintah Nomor 8 Tahun 2ffi bntang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah {Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2006 Nomori25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor4614);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nornor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Fenyusunan Peraturan Dewan Penrvakilan Rakyat Daerah tentang
Tala Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahnrn 2010 Nornor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5104);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stanrdar Akurttansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2010 Nomor 12$, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 51,65);
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

38.

PeYaturan Menteri Dalam iNegeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Fendapatan dan Bebnja Daerah
Tahun Anggaran 201 1;

Peraturan Menteri Dalam Negjeri Nomor 13 Tahun ,2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimena rtelah diubah
beberapa keli terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 ,(Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 3'$0);
Peraturan Daerah Nomor,6 Tahun 2008 tentang tenlang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata l(erja Sekretarial Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
RakyatiDaerah Frovinsi Sumatera Utara (Lenlbaran Daerah Provinsi $umatera Utara Tahun 2008 Nomor 7);
Peraturan Daerah Nomor B Tahun 2008 tentang Organisasl dan Tata Ke.rja Dinas-Dinas Daerah Provinsi $umatera Utara (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008iNomor 8, Tambahan Lembaran Daerah provinsi Sumatera Utara Nomor g);
Peraturan Daerah Nornor i9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keria Badan dan Lernbaga Teknis Daerah provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Daerah Provinsi lSumatera Utara Tahun 2008 Nomor g, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sunratera Utara {Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor6, Tambafran Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 17);
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun,2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi $umatera Utara (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 iNomor 1 , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 23);
Peraturan Daerah Nornor 4 Tahun ?010 tentang Ahggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran
2011;

Dengan Persetuiuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUIIATERA UTARA

dan
GUBERHUR SI'MATERA UTARA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DA€RAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAH DAN BELAI{JA DAERAH PROVINSI $UIUATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2011

Menetapkan
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Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011, adalah,sebagai berikut :

1. Pendapatan
a. Semula
b. Bertambah(berkurang)

Jumlah Pendapatan setelah perubahan

2. Belanja
a. Semula
b. Bertambah(berkurang)

Jumlah Belanja setelah perubahan
Surplus/(Defi sit) setelah Perubahan

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Penerimaan setelah perubahan

b^ Pengeluaran
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

Pasal 2

Rp. 4.480.781.885.964,00
Rp. 170.076,844.110,00

Rp. 4.677.861.461.564,00
Rp. {86.96+.285.509,00

Rp. 587.997.231.600,00
Rp. 16.887.,141.399,00

Rp. 5.164.825.7a7.073,00
Rp. (213.967.016.999,00)

Rp. 4.950.858.730.074,00

Rp. 4M.884.722.999

(1) Pendapatan Daerahisebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiridari:
a. Pendapatafi Asli Daerah

1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan

b. Dana Perimbangan
1) Semula
2) Bertambah(berkurang)

Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan

Rp. 190.91,7.706.000
Rp.

Rp. 3.181.899.532.186,00
Rp. 290.997.115.044,00

Rp. 1.271J266A7.778,A0
Rp. 179.079.729.066,00

Rp. 190.917.706.000
Rp. 213.967.016.999,00
Rp.

Rp. 3.472.896.647.230,00
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c. Lainjain Pendapatan Daerah Yang Sah
1) Semula Rp. 27.755.746.000,00
2) Bertambahl(berkurang) Rp.

Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud,pada ayat (1) huruf a terdiri darijenis pendapatan :

a. Pajak Daerah
1) Semula
2) Bertambah{berkurang)

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan

b. RetribursiDaerah
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Retribusi Daerah seteldh perubahan

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
1) Semula
2) Bertambah/{berkurang)

Jumlah Hasil Pengeldlaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Vang Sah
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelal, perubahan

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri darijenis pendapatan :

a. Dana Hasil Pajak/Bagi HasilBukanPajak
1) Semula
2) Bertambah/{berkurang)

Jumlah Dana HasilPajak/BagiHasil Bukan Pejak setelah perubahan

b. Dana Alokasi Urrnum

1) Semula
2) Bertambah{berkurang)

Jumlsh Retribusi Daerah seteldh perubahan

c. DanaAlokasi Khusus
1) Semula
2) Bertambah(berkurang)

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan

Rp. 2.889.740.172.669,00
Rp. 207.859.827.331,00

Rp. 21.105.318.350,00
Rp. .61.725.240,00

Rp. 27.755.746.000,00

Rp. 3.097i600,000.000,00

Rp. 21.167.043.590,00

Rp. 201J73204.457,00
Rp. 81,967,386.328,00

Rp. 283.140.590.785,00

Rp. 69.880,836.710,00
Rp. 1.108.176.145,00

Rp. 701989.012,E55,00

Rp. 347.,1132.069.878,00
Rp, 115.859.966.S66,00

Rp. 463:292.036,844,00

Rp. 894.556.837.900,00
Rp. 54.310.662.1:00,00

Rp. 29,137.700.000,00
Rp. 8.909.100.000,00

Rp. 948i867.500.000,00

E

Rp. 38i046.800.000,00



(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari |enis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah
1) Semula
2) Bertambah/{berkurang)

Jumlah Pendapatan Hibah setdlah perubahan

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimanardimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung
1) Semula
2) Bertambah/{berkurang)

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan

b. Belanja Langsung
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Langsung Betelah perubahan

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darijenis belanja :

a. Belanja Pegawai
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan

b. Belanja Hibah
1) Semula
2) Bertambah/{berkurang)

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan

c. Belanja Bantuan Sosial
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Bantuan Sosial selelah perubahan

d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
1) Semula
2) Bertambah{berkurang)

Rp. 27.755,746.000,00
Rp.

Rp. 27.v55.746.0O0,0A

Rp. 2.031.752.185.499,00
Rp. 483.421.978.510,00

Rp. 2.615.n74.164.009,00

Rp. 2.646.109.276.065,00
Rp. 3.542.306.999,00

Rp. 2.649,651.583.064,00

Rp. 643.505.925.499,00
Rp. 148.019,822.217,00

Rp. 313.239.000.000,00
Rp. 73.771.0O0.000,00

Rp. 47.844.000.000,00
Rp. 23.031.800.000,00

Rp. 701.000.000.000,00
Rp. 105.703.718.293,00

Rp. 791.525.747.716,00

Rp. 387.010.000.000,00

Rp. 70.875.800.000,00

Rp. ,806.703.718,293,00Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah perubahan

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada ProvinsiKabupatenlKota dan Pemerintah Desa
1) Semula Rp. 306.163.260.000,00
2) B€rtanbalv(befturanS) Rp. 134.895.@.000,00

Jumlah Bolenia BsntuEn l(€uangEn kepsda Provinsi K*upstertKota dEn Pemarintdh O69a 6etetah parubahan Rp. .,141.1158.898.000,00
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(3)

f. Belanja Tidak Terduga
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri darijenis belanja :

a" Belanja Pegawai
1) Semula
2) Bertambah/{berkurang)

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan

b. Belanja Barang dan Jasa
1) Semula
2) Bertambah{berkurang)

Jumlah Belanja Barang dan Jaca setelah perubahan

c. Belanja Modal
1) Semula
2) Bertambah/{berkurang)

Jumlah Belanja Modal setelah perubahar,r

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal il terdiridari :

a. Penerimaan
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Penerimaan setelah perubahan

b. Pengeluaran
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darijenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tdhun Sebdlumnya
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah l'Iahun Sebelumnya setelah perubahan

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (i1) huruf b terdiri darijenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemerintah Daerah
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan
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Rp. 20.000.000.000,00
Rp. (2.000,000.000,00)

Rp. 168.042.216.675,00
Rp. 12.406.262.440,0Q

Rp.

Rp. 180.448.479.075,00

18:000.000.000,00

Rp. 1.155.517.800.310,00
Rp. 68.882.738.799,00

Rp. 1.322.549.259.080,00
Rp. (77.746.094,200,00)

Rp. 1..224.400.539.109,00

Rp. 1.244.802.564.880,00

(1)

Rp.
Rp.

Rp. 387.997.281.600,00
Ro. 16.887.441.399.00

190.917.706.000,00

Rp. 387.997.281.600,00
Rp. 16.887.441.399,00

Rp. 404.884.V22.999,00

Rp. 190.917.706.000,00
Rp. 213.967.016"999,00

Rp. 4O4.884.v22.999,00

(2)

Rp. 190.917.706.000,00
Rp,

(3)

Rp. 190.917.706.000,00



Pasal 5

UrEiah Lebih ,enjut Parubahah Anggadh Pondapalan dan Belanja Daerah Provinai Suhal€ra Lnare Tehun Anggarrn 2011 6ebagainsna dimakuddatam par€l 1, terc€ntum
dalEm Lampiran yan! nerup*ao bagian yang tidak lcrpiaChkan deri Perafu@n Dag€h ini, tadiri ddri :

1, Lempiran I Ring*asEn PorubEhan APBD;

5, Lampllrn v Rekapitllasl Pen behan Belanlr Dibreh untuk f€selaEsan dan Ketemlduan Urusan Pamerintehan Daerah dan Fungsi Datam
KetEngka pengelo{aan Keuangan DaaEh;

2. Lampiran ll

3. Lampiran lll

4, Lampiran lV

6, Lampiran Vl

7. Lampiran Vll

8, Lampiran Vlll

L Lampiran lX

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD, Fendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Perubahan Belanjarmenurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Pergolongan dan Per Jabatan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum disejlesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahunianggaran ini;

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
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Pasal 7

Petahlran Llagr6h ini mulal bed€ku pada tanggst dtundangkar.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 29 November Z0fi

PIt. GUBERNUR $UMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO
Diund'angkan di Medan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH IPROVINSI,

/4/ l1--e/ [o'
NURDIN LUBIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSIISUMATERA UTARA TAHUN 2011 NOMOR 3
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